eﬂ'"‘\"'i

; é?i';ib
i‘{&l

L

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

7
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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 1884/ 10/ DPRD-BLG / TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT 1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
SANTUNAN BAGI PARA PENDIRI DAN PEJUANG
PENUNTUTAN KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menmmbang a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna

DPRD  Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian
Dewan Perwakilan Rakvyat Daerah, Pendapat Kepala Daerah
terhadap Rancangan Perda, dan Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD
terhadap Pendapat Kepala Daerah terkait Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pemberian Santunan Bagi Para Pendirt dan
Pejuang  Penuntutan Kabupaten  Balangan, yang akan
dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Pelaksanaan  Pembicaraan Tingkat 1 Terkant Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pemberian Santunan Bagi Para
. Pendirt dan Pejuang Penuntutan Kabupaten Balangan |

. bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana  dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara R1 Tahun 2003 Nomor

265, Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

(3]

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republhik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234y,




4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rak_\'at’ -[)acrah (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P'c_menmahag
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 te_nlang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

6. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakvat daerah ( Lemharanﬂ Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan

& Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Keuiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4712y,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197),

8. Peraturan Menten Dalam Negen nomor 80
tentang Pembentukan Produk Hukum Daer
- Republik Indonesia tahun

Tahun 2015

ah ( Benta Negara
2015 Nomor 680 ),

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Qan Administrauf Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwak;lan
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan:

10. Peraturan Dewan Perwakil
Balangan Nomor 1 Tahun

an  Rakvat Daerah Kabupaten
Perwakilan Rakyat Daerah

2016 1 entang Tata Tertib Dewan
Kabupaten Balangan
Memperhatikan - Rapat Paripurna Penyamp; .
2 yampaian  Raperda Pember:.
Santunan Bagi Para Pendin dap Pejuang P;\&btn%n
Kabupaten Balangan Tanggal 9 41, 2_019kD riutan
Rapat Paripurna Pendapatr K ;

epala Dae g ad.
Raperda Pemberian Santunan Bag; Pa:;a?}lhlerhadap
P;‘Juang»Penumulan Kabupaten Balang; midld dan
Juh 2019 ; gan, Tanggal 9

- Rapat  Paripurna  Jawaban Fr -
¢ aksi-Fraks
Ferhadap Pendapat Kepala Dae[a;: */r\alk?n DPRD
Pembenan Santunan Bagy par, Pendir as R
Penuntutan Kabupaten Balang, n dan p

; cluany
D, Tanggal 9 jyy, -

2019; \




MEMUTUSKAN

Menetaphan = KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT
DAERAH  KABUPATEN ~ BALANGAN  TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT | TERKAIT
RANCANGAN ~ PERATURAN  DAERAH  TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PARA PENDIRI DAN
PEJUANG PENUNTUTAN KABUPATEN BALANGAN .

KESATU : Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat 1 Terhait Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemberian
Santunan Bagi Para Pendin  dan  Pcjuang Penuntutan
Kabupaten Balangan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan .

KEDUA . Pembicaraan Tingkat 1 sebagaimana DIKTUM KESATU
dinvatakan selesar apabila proses pembahasan rancangan
peraturan daerah telah dilaksanakan sesuar ketentuan peraturan
perundang-undangan, untuk selanjutnya diteruskan dengan

( o Pembicaraan Tingkat I .

KETIGA : Keputusan int berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetaphan di - Paringin
pada tanggal 9 Juh 2019

DEWAN PLRWAKILAN RAKYAT DAL RAH
KABUPATINBALANGAN
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